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1. RUANG LINGKUP

Petunjuk pelaksanaan ini mengatur penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun pegawai yang terdiri dari :
1.1 Pemberhentian atas permintaan sendiri [pensiun dini]

1.2 Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun

1.3 Pemberhentian karena meninggal dunia/hilang [pensiun janda/duda/anak]

1.4 Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi

1.5 Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani
1.6 Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan prosedur dan mekanisme penanganan administrasi pemberhentian pegawai dengan hak pensiun, sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan dan pengurusan administrasi dengan hak pensiun pegawai.
3. ISTILAH DAN DEFINISI
3.1 Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas di instansi pemerintah.
3.2 Pemberhentian sebagai PNS dengan hak pensiun adalah pemberhentian terhadap pegawai yang mengakibatkan hilangnya status sebagai pegawai dengan mendapat hak-hak pensiun, seperti tabungan asuransi pensiun dan tabungan hari tua.

3.3 Batas usia pensiun adalah batas usia pegawai harus diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

3.4 Janda adalah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

3.5 Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain.
3.6 Orang tua adalah ayah kandung dan/ atau ibu kandung pegawai negeri.

3.7 Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri,  penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.

3.8 Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi adalah pemberhentian yang diakibatkan oleh adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan adanya kelebihan PNS yang tidak dapat ditampung pada organisasi yang lainnya.

3.9 Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani adalah pemberhentian pegawai yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan yang bersangkutan berdasarkan keterangan Tim penguji kesehatan dinyatakan :

a. Tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri karena kesehatannya.
b. Tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri karena lingkungan kerjanya.

c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

4. KETENTUAN UMUM

-

5. PROSEDUR

5.1 Membuat dan memikirkan Manajemen Resiko  (Resiko pada Kewibawaan dan Kehandalan UPN ”Veteran” Jawa Timur untuk Keamanan, Keunggulan, Kepuasan Pelanggan, Efektifitas, Efisiensi, Kepatuhan Hukum, dan lain-lain) terlebih dahulu tentang Pensiun Pegawai beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi. Kemudian menyusun Risk Register/Daftar Resiko dan Peluang (Lihat Dokumen Risk Register).

5.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya resiko yang terkait dengan proses Pensiun Pegawai.

5.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi.
5.4 Persyaratan dan prosedur penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun.
5.4.1 Pemberhentian atas permintaan sendiri [pensiun dini]

a. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

Pegawai yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, dapat mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai dengan hak pensiun [pensiun dini], dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun bagi PNS yang berhenti/diberhentikan dengan hak pensiun.

2) Mengajukan permohonan berhenti sebagai pegawai kepada pejabat yang terkait.

b. Prosedur pengajuan pensiun dini dan berkas kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi yaitu: 
1) Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pensiun dini kepada pejabat terkait dilampiri dengan berkas kelengkapan administrasi pensiun dini, penelitian,  pemeriksaan dan pemilahan berkas kelengkapan administrasi, pensiun dini oleh staf biro kepegawaian.
2) Setelah surat keputusan penetapan pensiun diterbitkan, penyelesaian selanjutnya penyampaian petikan kepada pegawai yang bersangkutan dan salinan kepada unit kerja instansi terkait.

5.4.2 Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
a. Sesuai dengan paraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2008, PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun pegawai adalah 56 tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan 58, 60, dan 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Usia PNS untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai PNS menurut bukti-bukti yang sah, Persyaratan :

1) Akan mencapai batas usia pensiun 56 tahun bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural administrasi atau 65 tahun untuk yang memangku jabatan fungsional tertentu.

2) Unsur penilaian pelaksana pekerjaan sekurang-kurangnya bernlai baik dalam satu tahun terakhir [untuk pegawai yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian].

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam satu tahun terakhir [untuk pegawai yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian].
b. Prosedur penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan daftar nominatif pada setiap awal tahun anggaran, Bagian Kepegawaian menyusun daftar nominatif Pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun pada tahun berikutnya, berdasarkan tanggal lahir sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai Calon Pegawai.

2) Penyampaian surat pemberitahuan dan surat permintaan berhenti dengan hak pensiun.

3) Kabag Kepegawaian menyampaikan surat pemberitahuan kepada pegawai yang bersangkutan, selambat-lambatnya 15 bulan sebelum mencapai batas usia pensiun.

4) Penyampaian surat pemberitahuan tersebut dilampiri dengan formulir :

· Surat permintaan pensiun

· Daftar susunan keluarga

5) Pegawai yang bersangkutan setelah menerima surat pemberitahuan akan berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun, segera membuat dan menyampaikan surat permintaan berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun, dengan dilengkapi lampiran sebagai berikut:
· Daftar susunan keluarga yang sah

· Fotocopy Kartu pegawai

· Fotocopy DP3 satu tahun terakhir

· Fotocopy surat nikah

· Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

· Fotocopy Akte Kelahiran Anak

· Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih menjadi tanggungan keluarga.
· Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir.
· Pas foto terbaru hitam putih, ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar.

· Pas foto terbaru hitam putih istri/suami, ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
6) Apabila pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun tidak mengajukan surat permintaan berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun tepat pada waktunya dengan menggunakan data yang ada pada kepegawaian.

7) Khusus bagi pegawai instansi lain yang dipekerjakan/diperbantukan dilingkungan yang akan mencapai batas usia pensiun, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pejabat yang membidangi masalah kepegawaian untuk memproses lebih lanjut pensiun yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan.

8) Penetapan asli surat keputusan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan.

5.5 Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran [SKPP] , gaji dengan tahapan sebagai berikut :

5.5.1 Biro Keuangan, setelah mendapatkan salinan sah surat keputusan pensiunan dari Biro Kepegawaian, selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala KPPN untuk menghentikan pembayaran gaji calon pensiun tersebut dan menerbitkan SKPP 

5.5.2 Kepala KPPN menerbitkan SKPP gaji calon pensiun yang bersangkutan.
5.6 Pembayaran Pensiun Pertama
5.6.1 Pembayaran uang pensiun pertama dilakukan melalui bank yang ditunjuk sesuai dengan wilayah tempat tinggal calon pensiun yang bersangkutan, setelah semua kelengkapan persyaratan administrasi pensiun terpenuhi, yang terdiri dari : 

a. Daftar susunan keluarga yang sah

b. Salinan sah surat keputusan pengangkatan pertama [SK Capeg]

c. Salinan sah surat keputusan yang menetapkan  gaji pokok terakhir.
d. Fotocopy kartu pegawai

e. Fotocopy surat nikah

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

g. Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih menjadi tanggungan keluarga.
h. Pas foto terbaru hitam putih, ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
i. Pas foto terbaru hitam putih istri/suami, ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.

j. Asli petikan SK pensiun ber pasfoto, SKPP asli dari KPPN.

k. Fotocopy rekening bank sebanyak 2 lembar

l. Fotocopy Kartu Taspen sebanyak 2 lembar.

m. Formulir surat permintaan pembayaran pensiun / tunjangan/uang tunggu pertama dan tabungan hari tua [SP4-A] dan surat pernyataan pembayaran pensiunan melalui rekening dan kuasa [SP3-R].
5.6.2 Setelah proses pencairan uang pensiun pertama selesai, kepada pensiunan diberikan kartu identitas pensiun sebagai dokumen sah untuk pengambilan uang pensiun bulanan.
5.7 Pembayaran pensiun lanjutan [Bulanan]

Setelah pembayaran pensiun pertama, uang pensiun selanjutnya dibayarkan setiap bulan melalui kantor pos atau dengan pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk.
6. KONDISI KHUSUS

7. LAMPIRAN

7.1 Surat Pengantar Rektor

7.2 Berkas usul pensiun

